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Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN
PERSERCAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- a. bahwa dalam rangks menghadapi perkembangan perekonomi-
an nasional yang begitu cepst dan tantangan yang semakin
berat diperlukan adanya peranan bank yang mampu
menopang dan mendorong kemajuan perekonomian khususnya
di Sumatera Selatan ;

b, bahwa bersarkan Surat Keputusen Direksi Benk Indonesia
Momor 32/35/KEPIDIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank
Perkreditan Rakyat, yang mengatur ‘bahwa pendirian Bank
Parkreditan Rakyat harus mendapat izin prinsip dari Bank
indonesia |

c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu  untuk
mendirikan lembaga perbankan yang dalam operasionalnya
dapat tangsung menyentuh masyarakat golongan ekonormi
lemah dan pengusaha mikro / rakyat kecil dalam hal ini PT
Rank Perkreditan Rakyat |

d. bahwa uniuk mendirikan Persercan Terbatas Bank Perkraditan
Rakyat sebagaimana dimaksud hueuf b perlu penyertaan modat
daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Seiatan.

© 1. Undang-undang R{ Nomor 25 Tahun 1938 tentang
Pambentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Ri Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan { emharan Negara
Momor 1814

2. Undana-undang RI Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
(Lembaran Negara R!I Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2865} ;
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Undang-undang R! Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara R! Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
{ embaran Negara Nomor 3472) sebagaimana yang telah
dishah dengan Undang-undang Rt Nomor 10 Tehun 1998
{Lembaran Negara R! Tahun 1898 Nomor 182, Tambahsn
Lembaran Negara Nomor 3780) ;

Undang-undang R! Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Tarbatas {Lembaran Negara R! Tahun 1995 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587} ;

Daraturan Pemerintah R! Nomer 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjswaban Keuangan Daersh
{tembaran MNegara R! Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
{ embaran Negara Nomor 4022} ;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Meodal Daerah pada
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 4 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SBUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAFRAH PROVINS! SUMATERA SELATAN
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN
PERSERCAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN

BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan

1.

Pamerintan  Provinsi adalah Pemerintah  Provinsi Sumatera

Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Modal Daerah adalah penyertaan modal daerah Provinsi
Sumatera Selatan yang merupskan kekayaan daerah  yang

dipisahkan.



4 Penyertaan Modal Daerah adalah penyertazan modal daersh
dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rzloyst Sumatera Selatan.

5 Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
disingkat PT BPR S8 yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi
Sumaterz Selatan bersama-sams pemegang saham lainnya.

8. Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS adalah Rapat
Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat
Sumatera Selatan.

7. Pengusaha Mikro adalah ussha produkiif millk keluarga atau
perorangan Warge Negara Indonesia  dan memiliki hasi
nenjualan paling banyak Rp 100.000.000 00 (seratus juta rupiah}
per tahun

8. Pengusaha Kecit adalah usaha produktif yang berskala kecil
dan memenuhi  kriteria  kekayaan bersih  paling banyak
Ro 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil peniualan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupizh) per
tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas
Rp 50.000.000,00 {lme puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAE It
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

(1} Pemerintsh Provinsi melakukan penyertaan moda!l daerah
dalam pendirian PT BPR 85,

(2 Ssham-saham PT BPR SS sebagaimana dimaksud dalam ayat
11} dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan pendin lainnya dengan
perbandingan akan ditetapkan dalam Akte Pendirian Perseroan
Terbatas.

\
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{3} Pelaksanaan pendirian PT BPR SS dilakukan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1585 tentang

Parseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

BAB
TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modatl daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
bertujuan  untuk membanty dan mendorong  pertumbtihan
perekonomian mikro dan pembangunan daerah di segala bidang
serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli daerah dan taraf hidup rakyat.
Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

PT BPR S8 melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan
deposito beriangka ;

b memberikan  kredit dan melakukan pembinaan khususnys
terhadap pengussaha kecil / pengusaha mikro |

e. melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyal dan
lembaga perbankan ateu lembaga keuangan non  bank
lainnya |

¢ menjalankan wusaha perbankan leinnya, sepanjang tidak
bertentangan dengan  peraluran perundang-undangan yang

beriaku.
BAB W

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pazai B

{1} Penyertaan modal daerah pada PT BPR 55 adalah sebesar
Rp 5.000.000.000 - (lima milyar rupiah)

{2} Penyertaan modal daerah pada PT BPR S5 sebagamana
dimaksud pada ayat {1), merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
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(1)

(2)

1

(3}

Besarmya nitai modal dasrah sebagaimana dimaksud  pada
avat (1) akan dicantumkan dalam Akte Pendirian Perseroan
Terbatas.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGCAWASAHN
Pasal €

Pengawasan terhadap Persercan Terbatas dilakukan oleh

Dowan Komisaris.

Para pemegang saham mengusulkan yang akan dituniuk
sebagai Ketua Komisaris {Komisaris Utama) dan Anggota
Dewan Komisaris serta Anggota Direksi,

BAB W
PEMBAGIAN LABA

Fasal 7

Pembagian laba =atau hasil usaha dihitung berdasarkan
persentase perimbangan modal yang dimiliki  datarm PT BPR
88.

Pembagian laba setelah dikurangi pajak atas dasar a2udi
akuntan public ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Sanam.

Bagian laba atau hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah
Provinesi yang dipercieh selama satu tahun buku perusahaan
sehagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daearah
dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah tahun berikutnya.

Apabila perhitungan labafrugi pada suatu tahun menunjulican
kerugian, maka kerugian itu akan dicatat datam pembukuan
PT BPR SS dan dalam iahun yang akan datang PT BPR 88
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian dimaksud
belum tertutupi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraluran
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal B

Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubermur sepanjang mengenai

nelaksanaannya.
Pasal @
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap corang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal &  Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pads tanggal 25 Juni 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.
H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR ...0..... SERIE _.IL..

PlarPardi Toxor Eubak



